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ABSTRAK 

 

Pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan 

dengan cara memalsukan produk hewandapat  menyebabkan gangguan kesehatan 

bagi yang memakannya. Sebagaimana diatur dalamPasal 140, Pasal 86ayat (2) Jo 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.Polisi resort kota 

Padang telah menyita sate babi yang dijual BS. Rumusan Masalah (1) 

Bagaimanakah penegakan hukum oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang 

dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak 

memenuhi standar keamanan pangan  dengan memalsukan produk hewan? (2) 

Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota 

Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual produk daging yang 

tidak memenuhi standar keamananpangan  dengan memalsukan produk 

hewan?.Jenis penelitian yaitu yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer 

dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 

studi dokumen, data  dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) 

penegakan hukum olehKepolisian Resort Kota Padang terhadap tindak pidana 

pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan dengan 

memalsukan produk hewan (a). adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, 

pemberkasan, dan pelimpahan perkara. (2) Kendala Satreskrim Kepolisian Resort 

Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap standar keamanan yang 

memalsukan produk hewan(a) kendala internal yaitu kurang telitinya penyidik 

dengan tidak menahan pelaku. (b) kendala eksternal yaitu masyarakat tidak dapat 

membedakan mana daging yang halal sehinga terlambat dalam melaporkan 

peristiwa pidana, terbatasnya labor dan tidak koorperatifnya tersangka.    

.  Kata Kunci: Penegakan hukum,Memalsukan Standar Keamanan Pangan 
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